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PRAKTEK  MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA 
Oleh: Mashur  Malaka1 
 
Abstrak 
Pasar Monopoli merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu produsen yang 
menguasai pasar.  Dengan kata lain satu penjual menguasai segala jenis penawaran. 
Seseorang yang menguasai pasar monopoli disebut monopolois. Persaingan usaha dapat 
menguntungkan konsumen dalam mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik. 
Perusahaan tidak dapat mengalahkan pesaing hanya karena harga tapi layanan berkualitas 
juga merupakan fokus utama dalam mempertahankan pelanggan.  Kondisi ideal dalam 
pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang 
yang akan di perjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti 
yang di miliki oleh pihak lain maka salah satu pihak akan merasa di rugikan dan terjadi 
kecurangan atau penipuan. Disaat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu   
produk-produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya , 
maka harga akan menjadi suatu acuan atau ukuran.  
Kata kunci: praktek, monopoli, persaingan usaha, pasar, bisnis. 
 
Abstract 
Monopoly market is a market where one and only producer can be found. In other wordsa seller 
controls all kinds of offer. Someone who controls the market monopoly is called by monopolizer. 
Business competition could benefit consumer in receiving better quality of service. Companies could 
defeat the competitor becouse of the price. However, qualified service is the main focus of consumer 
susatining.  The ideal condition of market is that if the seller and the buyer have the same information 
about the goods on sale. If one party do not have the same informastion as another party, one party 
will be harmed by the falseness or deceit. When the consumer suffered from difficulty in appraising 
the quality of the offered products for fulfilling his need and desire, the price would become the 
standard or measurement. 
Keywords: practice, monopoly, business competition, market, business. 
 
A. Pendahuluan 
Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak 
dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa 
mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih 
memilih harga rendah dari pesaing. Namun pada kenyataannya tidak demikian. 
Persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pebisnis, pesaing itu 
sendiri dan bahkan para pelanggan. 
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan   
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku 
usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah 
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Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari 
pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau 
menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah 
promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.2  
Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan 
terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan 
sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu 
adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun demikian ketika kebebasan tersebut  
dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang 
merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan 
koreksi. 
Di abad pertengahan ulama-ulama terkemuka seperti, Ibn Taimiyyah, Ibn 
Qaiyym al-Jauziyyah dan Ibn Khaldun telah pula melakukan kajian yang mendalam 
tentang praktek monopoli. Ibn Taimiyyah  dalam kitabnya Al-Hisba Fiil Islam beliau 
menjelaskan  bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan 
aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama, misalnya yang 
dalam sistem ekonomi Islam  dikenal dengan istilah Riba (interest), ikhtikar 
(penimbunan/monopoli), Ta’zir yang dzalim (penetapan harga secara dzalim),  dan 
Tadlis (penipuan), serta Taqhrir (kerancuan, ketidak pastian ). 
B. Prinsip Dasar Larangan Persaingan Usaha Tidak sehat 
Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek 
monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan 
usaha itu sendiri. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi 
dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan 
perekonomian masyarakatnya. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis 
monopoli perlu dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena 
                                                 
2 Galuh Puspa Ningrum, Hukum Persaingan Usaha, (Aswaja Pressindo: Yoqyakarta, 2013), h. 2 
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merugikan masyarakat  dan mana yang memberikan kontribusi positif  bagi 
kesejahteran masyarakat3  
Oleh karena itu ada beberapa bentuk monopoli:  
1. Monopoli terjadi sebagai akibat dari superior skil, yang salah satunya dapat 
terwujud dari pemberian hak paten secara ekslusif oleh negara. 
2. Monopoli terjadi karena amanah Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 pasal 33 menghendaki negara untuk menguasai bumi dan air 
berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi 
yang menguasai hajat hidup orang banyak yang termaktub dalam pasal 51 UU nomor 
tahun 1999. 
Monopoli karena historical accident dikatakan demikian, monopoli terjadi 
secara alamiah, tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah.4  
Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas baik produksi 
maupun pemasaran atau penjualan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara 
mengabaikan nilai-nilai kejujuran, melawan hukum dan penetapan harga dengan cara 
yang  dzalim,  ini merupakan bagian gejala pasar yang  tidak sehat. Pasar yang 
sempurna adalah  produsen maupun konsumen mempunyai pengetahuan yang 
mapan terhadap harga dari berbagai aspek  antara lain  utilitas, kualitas, dan metode 
produksi dari barang yang ada di pasar tersebut. 
Sebelum diberlakukan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, syari’ah telah menetapkan beberaapa 
prinsip dasar larangan transaksi yang mengandung unsur keharaman baik dari aspek 
zatnya (haram li dzaatihi) maupun dari aspek lainnya (haram li ghairihi) yang 
berhubungan dengan perilaku usaha. Berikut ini di uraikan ada beberapa contoh 
prinsip dasar larangan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:  
a. Riba (Interest): Secara bahasaberarti tambahan (ziyadah). Dengan kata lain, riba 
artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologi riba dapat 
diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Jumhur 
                                                 
3 Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teorodan Implikasi penerapannya di 
Indonesia, (Bayumedia: Malang, 2009), h. 40  
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ulama praktek riba dapat terjadi dalam aqad hutang piutang maupun jual beli. 
Termasuk kategori riba hutang piutang, meliputi riba qard dan riba jahiliyah. 
Sedangkan termasuk riba jual beli adalah riba fadhl dan riba nasi’ah.5       
b. Tadlis (menyembunyikan cacat barang). Dalam setiap transaksi bisnis harus 
didasarkan pada prinsip keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua 
belah pihak harus mempunyai informasi yang sama terhadap objek aqad. 
Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap objek aqad akibat adanya aib yang 
sengaja disembunyikan disebut dengan tadlis. Dengan kata lain, tadlis ialah 
menyembunyikan objek aqad dari keadaan sebenarnya sehingga merugikan 
salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat  
c. terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, 
dan waktu penyerahan.6     
d. Taghrir (ketidakpastian) berasal dari kata bahasa Arab gharar, yang berarti : 
akibat, resiko, bencana, ketidakpastian, dsb. Dalam ilmu ekonomi taghrir ini 
lebih dikenal sebagai ketidak pastian  atau risiko.  Sebagai istilah dalam fiqhi 
muamalah, taghrir berarti: melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa 
pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang 
mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apaakibatnya atau memasuki kanca 
resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.7   
Menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang 
tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli.8 Adiwarman 
juga memberi pengertian bahwa gharar juga dapat dimaknai pertaruhan. Menurut 
bahasa, makna al-gharar berarti pertaruhan (al-khatar). Dikatakan pertaruhan karena 
sesuatu yang dijadikan objek aqad bersifat tidak jelas (ghaib). Dari makna tersebut 
dapat diketahui bahwa transaksi yang mengandung ketidak jelasan objek akad dapat 
disebut gharar dalam ajaran Islam hukumnya haram, karena dengan pertaruhan 
                                                 
5 Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, (UII Press: Yoqyakarta, 2011), h. 230 
6 Ibid, h. 231 
7 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (IIIT Indonesia: Jakarta, 2002), h. 162 
8 Ibid 
Vol. 7 No. 2, Juli  2014  Jurnal Al-‘Adl 
 
43 
dalam menimbulkan sikap permusuhan bag yang dirugikan disebabkan adanya unsur 
penipuan.9 Oleh karena itu taghrir dapat dibagi 4 macam:  
1.  Taghrir dalam kuantitas Contoh taghrir dalam kuantitas adalah system ijon, 
misalnya petani sepakat menjual hasl panenenya (beras dengan kualitas A) 
kepada tengkulak dengan harga Rp. 750.000,- padahal pada saat kesepakatan 
dilakukan sawah petani belum dapat di panen. Dengan demikian , kesepakatan 
jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesipikasi mengenai berapa kuantitas 
yang di jual (berapa ton, berapa kuintal misalnya) padahal harga sudah 
ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas 
barang yang ditransaksikan.  
2.  Taghrir dalam Kualitas. Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi 
yang  masih di dalam kandungan induknya.  
3.  Taghrir dalam Harga Taghrir dalam harga terjadi ketika, misalnya seorang 
penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panic merk ABC seharga 
Rp. 10.000,- bila dibayar tunai, atau Rp. 50.000,- bila dibayar kredit selama lima 
bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena 
adanya dua harga dalam satu akad. 
4.  Taghrir waktu penyerahan. Misalkan adi kehilangan mobil VW Beetle. Ia 
kebetulan sudah lama ingin   memiliki VW Beetle seperti yang di miliki adi, 
karena itu ia ingin  membelinya. Akhirnya adi dan ida membuat kesepakatan. 
Adi menjual mobil VW  beetle yang hilanng tersebut kepada ida seharga Rp 100 
juta. Harga   pasar VW   beetle adalah Rp 300 juta. Mobil akan di serahkan 
segera     setelah di temukan.      Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian 
menyangkut  waktu penyerahan barang,      karena barang yang di jual tidak di 
ketahui  keberadaanya.10 
5.  Ikhtikar (penimbunan). Dalam istilah fiqhi adalah kegiatan mengumpul 
komoditas tertentu yang dilakukan secara sengaja sampai batas waktu hingga 
terjadi kenaikan harga-harga. Hal ini dianggap menghalangi orang lain untuk 
mendapatkan komoditas dalam rangka memenuhi kebutuhan  tersebut . 
                                                 
9 Burhanuddin S, Op. Cit., h. 232 
10 Adiwarman karim, Op. Cit., h. 166 
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6.  Tallaqi Rukban adalah kegiatan atau aktifitas  pedagang-pedagang dengan cara 
menyambut para penjual komoditas atau kafila  dari luar kota sebelum  sampai 
di pasar kemudian  membeli  dengan harga murah agar mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya. 
7.  Gahbn (mengurang takaran ) secara bahasa berarti pengurangan dengan kata 
lain pengurangan jumlah objek akad sehingga tidak sesuai hasil kesepakatan 
sehingga akan merugikan pihak lain.11 
Persaingan usaha seringkali memberikan dampak pada pelaku usha baik 
dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari persaingan usaha dapat 
mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien, merangsang 
peningkatan mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi dan inovasi 
teknologi, memberi kesempatan pada konsumen untuk melakukan pilihan produk 
atau jasa dengan harga yang wajar. Sedangkan dampak negatif jika persaingan usaha 
dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelolal secara baik, maka dapat 
berpotensi tumbuhya persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha 
lain dan konsumen dan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu 
sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri.12 
C.  Mekanisme Penetapan Harga dalam Islam  
Harga merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak baik dalam 
transaksi jual beli barang maupun jasa atas dasar  ridha antara keduanya. Penentuan 
harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram.  
Dalam situasi dan kondisi tertentu dimana kosumen mengalami kesulitan dalam 
menilai produk-produk yang sangat kompleks yang ditawarkan sehingga konsumen  
dalam menentukan pilihan    menjadikan harga sebagai ukuran dan  acuan dalam 
rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pasar yang ideal adalah dimana 
pelaku usaha tidak diperkenankan membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli 
yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harus yang dibayar oleh 
pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.13  
                                                 
11 Burhanuddin S, Op. Cit., h. 233 
12 Galuh Puspa Ningrum, Op. Cit., h. 2 
13 Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Andi Ofset: Yoqyakarta, 2012), h. 152  
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Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas baik produksi 
maupun pemasaran atau penjualan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara 
mengabaikan nilai-nilai kejujuran, melawan hukum dan penetapan harga dengan cara 
yang  dzalim,  ini merupakan bagian gejala pasar yang  tidak sehat. Pasar yang 
sempurna adalah  produsen maupun konsumen mempunyai pengetahuan yang 
mapan terhadap harga dari berbagai aspek  antara lain  utilitas, kualitas, dan metode 
produksi dari barang yang ada di pasar tersebut. 
Konsumen atau para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat 
menjatuhkan nama baik pelaku usaha apabila dalam  penetapan harga melanggar 
etika. Oleh karena itu penetaapan harga  tidak berada pada kebijakan pemerintah 
melainkan ada para pelaku usaha, sedangkan tugas pemerintah membuat regulasi 
secara umum yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi. Tindakan atau reaksi 
masyarakat terhadap penolakan harga  sering diekspresikan dalam bentuk aksi dan 
cenderung mengarah pada anarkis, dan melanggar norma/auran-aturan hukum yang 
berlaku.  
Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan 
bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga dan bila kenaikan harga 
disebabkan adanya distorsi terhadap penawaran dan permintaan murni. Khulafaur 
Rasyidin pun pernah melakukan intervensi harga, dimana Umar bin Khattab ra ketika 
mendatangi suatu pasar dan menemukan bahwa Habib bin Abi Balta menjual anggur 
kering pada dibawah harga pasar Umar ra langsung menegurnya: Naikkan hargamu 
atau tinggalkan pasar kami.14 
Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain: 
1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual 
dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing. 
2. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtikar atau ghaban faa-hisy 
3. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, 
sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil.15  
                                                 
14 Adiwarman karim, Op. Cit., h. 143 
15 Ibid 
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Penetapan harga oleh pihak pemerintah merupakan salah satu praktek yang 
tidak dibolehkan oleh agama Islam. Pemerintah tidak memiliki hak dan wewenang 
untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah telah 
menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan 
menggunakan harga yang ditentukan. Tanpa adanya pengaturan yang demikian, 
menurut maududi, maka secara moral para pelaku tidak terikat dengan harga yang 
ditentukan, khususnya tatkala adanya ketidak mungkinan untuk mendapatkan 
barang-barang yang dihargai secara tetap itu.16       
Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. 
Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang 
dibolehkan. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga 
dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka 
tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu 
menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-
undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib  
diterapkan. 
Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli 
membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua 
kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus 
menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib 
menetapkan harga itu.  
  Pengendalian harga ditentukan dengan menilik pada penyebabnya. Bila 
penyebabnya adalah perubahan murni pada demand dan supply, mekanisme 
pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah 
distorsi terhadap demand dan supply murni, mekanisme pengendalian dilakukan 
melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan intervensi harga untuk 
mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.17  
 Oleh karena dalam kondisi tertentu pemerintah berkewajiban 
mengintervensi harga antara lain: : 
                                                 
16 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Pustaka Al-kautsar: Jakarta Timur, 2001), h. 147  
17 Adiwarman karim, Op. Cit., h. 152 
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1. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang tinggi 
daripada harga umum pasar. 
2. Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut 
konsumen, sedang konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut 
produsen. Dalam keadaan ini pemerintah harus melakukan intervensi harga 
dengan mendorong konsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk 
menentukan harga yang didahulu dengan investigasi atas deman, suply, biaya 
produksi dan lainnya. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga sebagai harga  
yang berlaku. 
3. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja menolak bekerja kecuali pada harga yang 
lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku (the prevailing market price). 
Padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat 
menetapkan reasonable price.18    
 Pada umumnya pihak produsen dalam  penentuan harga suatu produk, 
menggunakan pendekatan biaya seperti baiaya bahan baku, biaya produksi, biaya 
tenaga kerja, biaya penyusutan dan biaya sewa tempat,   dan pendekatan pasar atau 
persaingan yaitu harga tidak ditentukan berdasarkan biaya akan tetapi berdasarkan   
harga yang berlaku di pasar.  
Dalam membicarakan kaedah penentuan harga, sebenarnya tiada dalil dari nas 
al-Quran dan hadis secara jelas yang khusus menyentuh tentangnya. Maka kaedah 
paling tepat dalam penetapan harga ialah jangan sampai menyebabkan ada pihak yang 
dizalimi. Harga yang diletakkan kepada sesuatu barang yang ingin dikeluarkan jangan 
sampai menindas pengguna dan jangan mengabaikan hak penjual untuk mendapatkan 
keuntungan. Sebaliknya, ia mestilah berada di pertengahan. Ini sejajar dengan sifat 
'ibadurrahman (hamba Allah) yang bersifat pertengahan dalam melakukan 
perbelanjaan. Firman Allah SWT   
⎦⎪Ï%©!$#uρ !#sŒÎ) (#θà)xΡr& öΝs9 (#θèù Ì ó¡ç„ öΝs9 uρ (#ρç äIø)tƒ tβ% Ÿ2uρ š⎥÷⎫ t/ šÏ9≡ sŒ $YΒ#uθs% ∩∉∠∪    
                                                 
18 Ibid, h. 145 
Jurnal Al-‘Adl  Vol. 7 No. 2, Juli  2014 
 
48 
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, 
dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian. 
 
Rasulullah SAW pernah membenarkan peniaga meningkatkan keuntungan 
sehingga melebihi 100% dari harga asal. Ini dapat dilihat melalui Hadis Urwah Al-
Bariqi; Sesungguhnya Nabi SAW memberi Urwah satu dinar untuk membeli seekor kambing, 
maka (atas kebijaksanaannya) dapat dibelinya dua ekor kambing, lalu dijualnya seekor dengan 
harga satu dinar, lalu ia datang bertemu Nabi membawa satu dinar dan seekor kambing, maka 
Nabi terus mendoakannya dalam jualannya, yang jika ia membeli tanah sekalipun pasti ia akan 
mendapat untung. (riwayat Al-Bukhari, no 3642 )  
Walaupun pemerintah memiliki kewenangan dan dibolehkan mengawasi harga,  
akan tetapi pemerintah tidak dibolehkan mematok/menetapkan suatu harga. Jika 
pemerintah melakukan intervensi atau menetapkan harga hal ini dapat dilakukan 
setelah melalui musyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan dengan masalah 
tersebut.  
D. Pasar Persaingan Sempurna 
Pasar persaingan sempurna adalah merupakan sebuah struktur pasar yang 
dapat menjamin terwujudnya aktifitas memproduksi barang atau jasa yang optimal 
dan efisien. Sehingga baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan atau 
informasi tentang harga dan dapat menerima tingkat harga yang terbentuk didalam  
pasar. Baik penjual maupun pembeli tidak boleh berspekulasi tentang harga,  jika 
penjual menjual produknya dengan harga murah maka dia akan mengalami kerugian 
dan jika ia menjualnya terlalu mahal maka pelanggan atau pembeli akan lari kepenjual 
lainnya disebabkan karena ketidakmampuan pembeli terhadap harga produk  
tersebut. 
Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar 
yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Pertemuan permintaan dengan  
penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa 
terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat  .19  
 Pasar persaingan sempurna memiliki ciri - ciri sebagai berikut ini: 
                                                 
19 Ibid, h. 132   
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1. Perusahaan adalah pengambil harga. 
 Yang dimaksud tersebut adalah (price taker) yaitu perusahaan yang ada di 
dalam  tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan 
perusahaan dalam pasar ia tidak akan menimbulkan perubahan atas harga yang 
berlaku di pasar, karena harga barang ditentukan oleh interaksi di antara 
keselluruhan produsen dan keseluruhan konsumen. 
2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. 
 Prosuden dapat masuk keluar sesuka perusahaan tersebut tanpa ada hambatan 
yang diterima perusahaan tersebut dengan kata lain free entry 
3. Menghasilkan barang serupa. 
 Barang yang dihasilkan oleh satu produsen dengan yang lainnya hampir sama, 
bahkan sulit untuk dibedakan. Barang yang dihasilkan oleh satu produsen 
dengan produsen lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah idential 
atau homogenous. Karena barang tersebut sangat serupa maka konsumen sulit 
untuk membedakan. Barang yang dihasilkan merupakan pengganti sempurna 
kepada barang yang dihasilkan oleh produsen-produsen yang lain. Akibatnya 
tidak ada gunanya menggunakan strategi bukan harga atau nonprice 
competition yaitu persaingan dengan menggunakan iklan atau promisi ini 
merupakan cara yang tidak efisien. 
4. Terdapat banyak perusahaan di Pasar. 
 Karena banyak terdapat perusahaan maka perusahaan tidak dapat menentukan 
harga atau mengubah harga di dalam pasar. Sifat ini mempunyai dua aspek 
yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah 
relative kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan perusahaan yang ada 
didalam pasar. Akibatnya yaitu sangat sedikti jumlah produksi dalam industri 
tersebut. 
5. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. 
 Konsumen mengetahui pengetahuan yang sempurna mengenai pasar sempurna 
karena mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan atas 
harga tersebut. Akibatnya produsen tidak dapat menjual barang dagangannya 
kepada konsumen dengan harga tinggi.20 
Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan 
berdasarkan keadilan, Undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi 
atau perdagangan islami terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang 
menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Diantara norma yaitu: 
1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. 
2. Bersikap benar, amanah dan jujur 
3. Menegakkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli 
4. Menegakkan toleransi dan persaudaraan 
5. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga 
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.   21   
 
                                                 
20 Ibid 
21 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Gema Insani Press: Jakarta , 1997), h.173  
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Nabi Muhammmad Saw seringkali mengunjungi pasar. Kadang-kadang beliau 
memberi nasihat, kadang-kadang memberi teguran atau pendidikan. Tidak sampai 
disitu saja, Nabi Saw  juga menempatkan Said bin Said Ibnul Aash di pasar Mekkah 
sebagai kepala pasar.22 Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taymiyah 
memiliki kriteria sebagai berikut: 
1. Orang-orang harus bebas keluar masuk pasar. 
2. Tingkat informasi yang cukup  mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-
barang dagangan adalah perlu. 
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkandari pasar sehingga segala bentuk 
kolusi antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dan pembeli 
tidak diperbolehkan 
4. Kenaikan dan penurunan permintaan maupun penawaran disebabkan oleh 
harga-harga tersebut. 
5. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi 
pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan 
barang-barang tersebut.    
6. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu 
penimbangan  yang tidak tepat dan niat buruk dikecam oleh ajaran Islam.23 
Dalam pandangan Islam sebagaimana dinyatakan nejatullah sidiqi, mekanisme 
pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Mekanisme pasar bukanlah sesuatu 
sempurna atau baku sehingga tidak perlu ada intervensi dan rekayasa apa pun. 
Intervensi diperlukan agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan 
perekonomian yang Islami. Islam sangat menghargai posisi pasar sebagai wahana 
alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Dalam ajaran Islam pasar ditempatkan 
pada posisi yang proporsional berbeda dengan pandangan kapitalis maupun sosialis 
yang ekstrim. Pasar juga bukan satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam 
perekonomian tetapi hanya merupakan salah satu dari berbagai mekanisme yang 
                                                 
22 Ibid, h. 255  
   
23  Idri dan Titik Triwullan Tutik, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Lintas Oustaka Publisher: Jakarta, 
2008), h. 130 
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diajarkan dalam syariat Islam, karena perekonomian yang Islami akan 
mengkombinasikan pendekatan pasar dengan non pasar. 24 
E. Penutup  
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-
undang tersebut  bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh 
kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan 
persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting 
competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.  
Walaupun pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga 
suatu komoditas, akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu islam membolehkan 
bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga bila kenaikan 
harga disebabkan adanya distorsi tehadap penawaran dan permintaan murni.  
Pasar persaingan sempurna (perfect competition) adalah sebuah jenis pasar 
dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual 
bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara 
penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat 
memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (price-taker).  
  Para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen)  harus mendapatkan informasi 
dan  memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual 
sehingga konsumen tidak akan mengelami perlakuan harga jual yang berbeda dari 
suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.  
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